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TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN, NAMA TAMAN DAN BANGUNAN
UMUM © SERTA PENDMORAN BANGUNAN DI EOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG.

BAER I
[ E TENTUAN UMUMNM

Fasal 1
am. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

‘Daerah adalah &utamadya Dagrah Tingkat II Kupangj

Remarintah . Dasrah adalah.. Femerintah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupangy )

Walikotamadya HKepala Dasrah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II: Kupangs 4

Hotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Dinas Pekerjaan Umum. adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah
Tingkat II kupang;”

Badan: Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman dan
Bangunan Umum dalam wilayah. Kotamadya Daerah Tingkat II Hupang;
Jalan adalah setiap .jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk
Lalu lintas Umum;

Bangunan Umum adalah setiap Bangunan Umum dalam kota milik
pemerintah, swasta atau masyarakat;

Papan Nomor adalah Fapan Nomor  RBangunan yang menunjukkan Nomoor

urut bangunan tersebut dengan angka tertentu;

- Unit. Panghunian/Penggunaan’ adalah suatu  Susunan ruang  yang

mempunyal status tertentu dan memerlukan suatu identitas (alamat)
tersendiri; ;

Blok Bangunan adalah sebuah bangunan seutuhnya yang berdiri
sendiri ataw bersama-sama dengan blok-blok bangunan lainnya diatas
suatu porsil. - 5

, BAB II
PENETAFPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN UMUM
. Pasal 2
Fepala Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan setiap nama jalan, taman
dan bangunan dalam Fotamadya Rupang di Daerah kepada

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT Kupang setelah mendengar
peridapat Badan Fertimbangan;

Fenetapan usul nama jalan pada ayat (1) tersebut diatas dapat
diusulkan oleh @ . 3

a. Radan Pertimbangan :

b. Masyarakat (perocrangan, kelompok, organisasi dan instansiyy
Penetapan nama pada ayat (1) tersebut diatas dilakukan dengan
suartu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

FPasal 3 .
an dalam Kota diklasifikasikan sebagail berikut =
Jalan raya adalah JaLan utama terbuka baqx lalu lintas semua jenis
kendaraan bermotory o
Jalan simpang adalah. Jalan simpang dari jalan utama yvang melayani
lalu lintas dari dan ke per51I/banqunan/taman/kﬁmpleks-
Jalan Lingkungan adalah Jalan simpang dari jalan yang melayani
Lalu lintas dari dan.ke persil/bangunan/taman/kompleks;
Gang adalah Jalan kecil . yang digunakan untuk melayani lalu
lintas, orang barjalan Pakl dan kendaraan bermotor roda dua.
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Fasal 4
Jalan, Taman dana Bangunan Umum dzuﬁulkan untuk ditetapkan dengan 3
a. Nama orang yang sudah menlnggal Dunia, sebagai penghormatan atas
Jaga-jasanya terhadap Bangsa, Negara dan Daerahj
b. Sebutan lain barupa nama tempat, semboyan, tanaman, hewan dan
. sebagainya. : :

. . Fasal 5 I
Penetapan Nama Jalan, . Taman, dan Bangunan Umum, dilandaskan pada
ketentuan sebagai berikut =
a. Pemberian nama jalan hendaPnya yang sudah dikenal masyarakat;
b. Dalam menetapkan nama Jalan harus disesuaikan dengan .sifat dan
- kegunaan galan, banqunan, ‘taman serta kegundgan .- umum  yang

bersangkutan;

o, Pertlmbangkan Paadaan teknls planclogis. dan nilai sosiclogis
7 dimanpa nama Jala ak dltetapkan, .
d.'Menqgunahan hama. ja' N .yang . segjenis dalam - suatu kompleks atau
- lingkungan tertentuj
=9 Dabang suatu Jalan atau, Jalan Aingkungan harus = menggunakan nama
Jalan tersebut dengan memakal angka romawi, dengan wrutan nomor T
dimulai. dari cabang,Jalan yang terletak apllnq timur  atau utara
sesual arab mata anglh,

rabanq galan yang disebut

penehapan nomory urawt terﬁadap
mata.angin, maka penetapan. urut
atau gdng yang paling dekat dengan pesisir
,dengan. Bendaranya mengubah nama jalan

CMenYyingoung perasaan

nama pahlawan dan tokaoh masyarakat perlu
pﬁréetuJuan tertulis dari ahl: waris atau

:tcku;-tarsebut, dilakukan oleh peémerintah/

£ .B-A B I
;;N ,A AN NAMA JALQN, TAMAN DAN BANGEUNAM - UMUM

. Pasal 6
;Jalan .yang dzagukan termaksud: pasal 2

CE' 'at tentanq nama jalan yang dlmaksud pada
- Waliketamadya Kepala® dasrah secara

dlsampa1kan~kepada Badan Pertimbangan;

(3 T pada ayat (1) pasal 2 ditetapkan oleh
i 2 o B M jffA '_dz. Pasal 7
Satiap»qsmi;xngmaﬁa lapnitaman dan bangunan umum yang telah dinilai
dan:dipqrtymbahgkabn!,‘ Jukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

B AR

ARNA, ﬂENTUK DAN PELAKSANAAN

Pasal 8
papan nama jalan, taman dan bangunan umum
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Pasal 2
Fetentuan Teknls pelaksanian pEMasangan papan naubs aixlan,; taman
dan bangunan umum ditebapkan oleh Walikotamadya Kepala Dasvahg
Palaksanaan pEnasangan papan nami Jalan, taman dan bhangunan wmam
dilakakann oleh Dinaw. Pekerjaan Umumg ’
Felaksanaan pemasangan papan nams  jalan, baman DARQUNAD ek
dilakukan oleh pihak Iain, dibawah pengawasan Dines Fakey jsan
Liaran s

. Pasal 10

Apabila pada bagian ujung dari  suatu galan tidak terdapat teapab
untGk  pemasangan papan nama jalan, maks pPEmaBangan pPapan ramna
Jrlan  dilakukan.  pada tesbok/dinding bangunan yang sda  pada
halaman suatru DanQunans;

Pemilik atau penghuni  bangunan  atau  halaman suatu  bBangunan
sebagaimans  dimaksud pada ayat €1y pasal inil herkewajiban
meEngi jinkan penasangan PRpan nama Jalar.

B AR ¥
PENGAWASAN PARAN MNAMA JALAM, TAMAN DAN BAMALINAN
or Pasal 11
Swlain pebugan heananan  masyarakat/warga havba  bevkewajiban
mengawasl /menjags heselanatan paRpan nams  Jalan, taman dan

bangunan umum yang tEr pRSANQGE
Akas periptah pihabk  yang bavvewenang, aatiap orang dilarang

cmErusalk  atau merabohkan  papan nans jalan, taman dan  banpunan
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wmitsi, baik perbustan ity dilakukan dengan mencerat, nelempsar,
menukul , mengundurfnenindih  fTiang papan nana jatan dengan beban
berat dan sebagainya.

g aR VI
BADAN PERTIMBANGAN MAMA JALAN, TAMAN DAN BANAUNAN UMUM

Fasal 12
Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman, Bangunan Usum dibentuk dan
ditetapkan dengan Surat Eepubusan Walikotamadya Kepala Daerahs
Keanggoikaan Badan Ferbtimbangan pada ayat 413 pasal loi bterdivi
atas wakil—-wakil dari instansi pemerintah  ditambah waki b-wakdil
dari toke masyarakat.

. Fasal 13

Tugas Fokok Baden ini adalah 5 -

&. Mengajukan pertimbangan hepada Halikobamadya mengenal hal-hal
vanyg berhubungan  dengan pamberian nama jalan, taman  dan
bangunan umumg

b. Menzliti dan mespertimbangkan sebiap wswl pama  jalan, Bamar
dan bangunan woum yang diagjukan aleh  magyarakat dan ingtanzi
untuk diteruskan hapada Walikotamadya Kepals Daerabn

Hegala bisya yang bimbul akibat dari pelalmanaan btugaz  poblook

padan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerab

Hotamadya Daeran Tingkat IT Kupang.

B&B VII
NOMOR BANGUNAN DAN BLAYA NOMOR BANGUNAN

Fasal 14 .
Setiap bangunan disajibkan memiliki/nemgsang nomoy BAnQUnan,
sesunl ketentuan-hetsntusn dalas Peraturan Dasvah indg
Nomor bangunan pada ayat (1)  pada pssal ini, hanya merupakan
identitas/pengenal. alamat bangunan dan tidak seroapakan bukti
untuk menunjukkan susiu haky
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(3) Bentuk, ukuran dan warna papan nomor serta penyediaannya
ditetapkan woleh Nalikntamadya Kepala Daesrah - untuk  menjamin
keseragamanjy % of

¢ Fenyediaan papan nﬁmor pada ayat (3> pasal,ini _dapat dilakukan
oleh suatu  perusahaan/percrangan atas transaksi Walikotamadya
{@pala Daerah. . :

Fasal 185
(1) Biaya penyediaan, dan pemasangant papan. namar. | sepenuhnya menjadi
beban/tanggung.jawab. pemllih/penqhunl bangunanjy )
(2) Biaya pemasangan dan, havqa setiap papan nomor dltetaphan sebesar
Rp. 6000, ~/papan Nomey .«

B AB VIII
SISTIM FENOMORAN BANGUNAN

Pasal 16 . B «F
Fenﬁmnvan bangunan dilakukan dengan angka biasa untub  masing-masing
jalan secara keselurvhan dalam hal bangunan—~bangunan dimaksud

terletak didalam suatu knmpleks/perkampungan tersebut.

— ‘
' Pasal 17

(1) Penomoran bangunan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
sebagai berikut : e
a. Arah penomaran dimulai; dari urutan nomor kec11 kearah nomoy
. besar menurut klasifikasi -jalanj
b. Dalam’ ‘hal penomgran suatu jalan yang ma51ng—maslnq u;ung jalan
’ terdapat dalan dengan klaﬁ1f1ka51 yang samay maka:- ‘penomaran
berpadoman pada arah mata angin, yaitu dimulai dari uJung yang
paling timur atau paling utaraj
c..Apablla pennmaYan. . sulit dilakukan: menurut. ,keﬁentuan tersebut
diatas, maka pennmoran di mulai dari ujung Jjalan yang
: dianggap terdekat. dengan pesisir pantai - E
(2) Penomeran bangunan untuk masing ~masing jalan ataw masing —-masing
kampleks/perkampungan’ldimana,letak bangunan kanan o dan bangunan
sepglah kiri. jalan, maka.nomor - ganjil berada digaebelah kiri arah
pEnoOmMoY an;j : : :
¢3) Untuk jalan yang hanya ada . satu deret banqunan,‘ maka penomoran
bangunannya berurutan sesuai deret bangunanj ; :
" x4y Urutan. pEnomoran bangunan sedapat  mungkin disesuaikan -dengan
é/ rencana tata kota. | - 3 ;
. Pasal i8 :
Apabila dalam- suatu por511/Pap11na terdapat. lebih dari satu
bangunan/unit penghunian, maka; masing-masing bangunan’ diberikan nomor
bangunan untuk persil/kapling dengan dltambahkan huruf kapital
dibelakang angka nomor urutand v . 2

: ; Pasal 19 :

1) Untuk bengunan hert:ngkat yang terdiri .dari’ cunmit-unit
penghunian/penggunaan,. maka. penamoran bangunan dilakukan sesuai
ketentuan pasal. C ; .17 dan  untuko: peromsiran unit
penghunian/penggunaan  diserahkan kepada. pemilik/kuasa: bangunan
berdasarkan petunjulk dan untuk  kemudian di sahkan oleh
Walikotamadya Kepdla Daerahj '

¢2) Untuk blok bangunan dalam: suatu kompleks tertutup, pelaksanaan
penaomoran diserahken kepada pemilik bangunan berdasarkan petunjuk
dan untuk kemudian disahkan oleh. Nalchtamadya Kepala Daarah.

=

s : Pasal -20 3 .
Pada setiap lantai dari suatu | bangunan bertlnakat yang terbuka untuk
umum, yang dapat lansung mellhat dari pintu masuk atau tangga masuk

\
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pemilil bangunan berkews jiban nemasang papan nomor keseluruban Yang
barisi QMG Y= DBy unit penghunian/pengpunaan dar i larmtai
barsangkutan dan selurub nomory unit penghunian!penggunaan tiap—~ tiap
lantai 1ainnya dard hangunan ravweuut.

BEap IX
PROGEDUR DAN PEMASAKNEAN NOMOR BANGUNAN

Fasal 21
1) Penebapan nomoy  bangunan  dilakuksn oleh Walikotamadva Kepala
Daerah  dengan menyediakan formuliy permohenan nomor bangunan
wntuk dilsi oleh seiiap peailik /penghuni bangunang
(23 Prosedur dan persyaratan administrati{ penetapan nomeyr bangunan
pada  ayat (1) fersebub diatas, akan diatlr lebih lanjut oleh
Halikotamadya Kepala Daevab.

Pasal 22
Famagangan nomoey bangunan dilakukan oleh perangkat psaserintash
totamadya Dasrah yang ditungjulk oleh Walikotamadys Mepala Dasrah.

_ BAB X
o KETENTUAN PERALIHAN

) Pasal 23
(1% Pelabsanaan Pavaturan Dasrvab ind  dapat dilakubkan secava beritahap
dengan berpedomnsan pada rencana induk kobag
(27 Walikotvamadya Kepale Dawrah menebapkan fahap-tahap pelaksanaan,
sabagaimnana dimaksud pads ayat (12 pasal ini

Pasal 24
Dalam janghka waktu & Cemamd bulan berhitung mulai btanggal penetapan
peEmaBRngan nonay Langunan bary yang dimabsud pada pasal 21 Perabturan
Dasrah Ind, pemilik/penghuni bangunan masit  diperkenankan memasang
nemoy  bangunan yvang lams.

B A B R
HETENTUAN PIDANA

Fasal 28
U B Bawang slapa nelanggar kateﬁxuaﬂ*keﬁeutuan dimaksud pada pasal (1
(:) ayat (2, pasmal 12 ayat (27, pasal 15 ayat {12, pamal 16 diancama
g dangan  hukusan selamna-lamanya & (enaun)  bulan atau denda
sebanyak~banyaknya Rp.30.000,~; - :
{22 Tindak pildans dinaksud pada ayvat (i3 pasal ini  adalah
pelangoararns

B A B XIX
KETENTUAN FPENYIDIVAN

Pasal 26

Dalam oelskukar tugas penyidikan, Panyidii Pegawsi Negeri Sipil (FNS)

dimpksud pada pasal 25, berwewenag :

a. Menerima’ laporan dari seorang tentang adanva tindak pidansa.

L. Melaksanakan tindakan pertama pada sast di bempatb kegiatan.

=. HMepyuruh berhenti  seorang tersangka dan nemerikza tanda pengenal
divi tersanghka. -

d. Melakukan penyitaan bgnda dan atau surat.

2. HMelakukan pematratan terhadap btersangha.

fo Memanggil sesecrang untuk didengar dan diperiksza sebagal tersangka
stan saksi

G» HMendatangkan armng aklli yang dipeviukan gdatam hubungannya
pEner iLBRaAN RevYkara.
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h. Mangadakan penghéntian penyidikan setelah mendapat petunguk darid

i

penyidilk POLRT bahwa bidak tevdapt cubup  bubéi aday perigyiva
tevaebut  bukan merypakan  Bindak pidana  dan selsnjudnva melalui
panyidik POLRI  memberitehukan hal tersebut kepada poruntul umum
atan keluarpanys.

Mengadakan tindakan isin menurut hubue yvairg bhevtanggung jawab.

B AR KIII
HETENTUAN LAINM-LAIN

Fasal 27

Hal=hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasrah i6i skan ditetaphkan
lebik langut  dengas Kepotusan Walikobamadya Kepals Daevah sEpan jang
meEngenal pelaksanaanys.

BAB XIV
KETEMTUAN PENUTUR

Panal 28

Feraturan Daered ini sulal  berlakoe pads teanggal diundanghan.
Agar astaip orang mengetahuings, meaeyintablkan pengundsngan Peraturan
Dnierah inik dengsn penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di
te

Ditebtapkan di Kupang

gyatiban oleh Gubarnur Kepsls Dserab Tingkat L Mums Tenggavae Timuar
ngan Repubusan Nomor covoee TENGREL ovsveons TANATI 5o r v us

Diundangkan dalam Lembaran Deerah Kotamadya Damrah Tingkat 1) Hupang
HOMOY. xowwonesw TEIGPRI v b wnven BBV Louwuunwosy MOMOF cnernwys

'
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